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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik yang

amat penting. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik

4;,_. paikan aspirasi, dan
"41;<>\ pula rakyat
i

It 18 atau tidak

dan semakin tinggi kualitas
komunikasi politik yang hadir dalam suatu sistem politik memberi petunjuk
bahwa sifat dan kualitas demokrasi sistem politik itu juga semakin sehat dan
tinggi.Kita mengetahui pula bahwa bangsa-bangsa yang hidup dalam sistem
politik yang demokratis, tidak pernah berhenti mempersehat dan meningkatkan

kualitas komunikasi politik mereka, sebagaimana mereka tidak pernah istirahat



dalam menyempurnakan dan mempertinggi kualitas sistem politik demokrasi
mereka dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Hal ini disebabkan karena
realita kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan dinamika
perkembangan zaman. Dari masa ke masa sejumlah fakta obyektif baru akan

muncul, sedangkan sejumlah faktor obyektif lama akan menghilang atau tidak

begitu relevan lagi. Dengaa berbagai pembaruan itu tidak
terelakkan, sehingga penvye pgkatan kualitas sistem politik

\\\d ! h;/ 2 peraifan, elit dan
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tanpa memperhatikan nila asyarakat.Sehingga masyarakat
secara tetap dan berkesinambungan hanya menjadi pihak penerima saja. Dalam
keadaan seperti inilah hubungan kelompok elit dengan masyarakat sering

terganggu dan buntu, yang ada pada akhirnya menimbulkan konflik politik

(Suryadi:1993:24).



Perubahan sistem politik yang terjadi melalui proses reformasi telah
membawa perubahan dalam tatanan pemerintahan. Dimana unsur-unsur dari
sistem politik memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan menuju tatanan
sistem politik yang demokratis. Hal ini terjadi dikarenakan selama ini sistem

demokrasi pada dasarnya tidak dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu. Salah

satu agenda yang pentan perubahan politik adalah
menyelenggarakan e ing esensial bagi suatu

<an secara

.3")- ‘t ‘ ia mereka secara

oy :
"!“ \‘ . adasia, /jujur dan adil

elemen penting epemimpinan nasional. Oleh
karena itu perlu adanya mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat
ini.

Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk

memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan

mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin



mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring
orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran
elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Dari era kepemimpinan Habibie sistem pemilu mengalami perubahan-

perubahan. Pada era habibie pemilu pada tahun 1999 dilakukan dengan

\..
N

o/

erja sebagai perwakilan yang
memperjuangkan nasib mereka. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan
sistem demokrasi dalam artian pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat, maka Indonesia mempunyai lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan

Rakyat/Daerah.Adanya lembaga tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh



rakyat Indonesia yang berdaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di
Indonesia.

Lembaga perwakilan tersebut harus dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan
ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif dalam hubungannya dengan

rakyat. Anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan

konstituennya untuk berkom am menjalankan tugasnya seorang wakil
rakyat harus tahu dengan-# \- A konstituen yang diwakilinya.

politik menyampaian berbagai
agenda penting apabila telah terpilih menjadi wakil rakyat. Namun, setelah proses
demokratis melalui pemilihan umum tersebut selesai, kewajiban-kewajiban yang
mesti dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pinrang justru tidak
diperjuangkan karena bentuk komunikasi politik antara anggota DPRD Kabupaten

Pinrang dengan konstituen di daerah pemilihannya khususnya di Kecamatan



Patampanua tidak efektif sehingga saluran dan medium komunikasi antara elit dan
masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik.

Setiap tahunnya, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang menggunakan dan
memanfaatkan waktu untuk turun ke Kkonstituen masing-masing dengan

menggunakan masa reses. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencitraan diri

\\ulh"nf//
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Patampanua yang sejatinya diselesatkarrmetalui pendekatan politis yakni dibidang
pendidikan dan kesejahteraan sosial pada umumnya tidak dapat diselesaikan
dengan baik karena kurangya komunikasi politik aktif yang dilakukan oleh
anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan konstituen di daerah pemilihannya,
Kegiatan-kegiatan komunikasi politik dilakukan hanya bernuansa formal dan

tidak begitu banyak aspirasi dan permasalahan rakyat yang ditindaklanjuti oleh



Anggota DPRD Kabupaten Pinrang khususnya di daerah pemilihan Kecamatan

Patampanua.

Dengan dasar dan pertimbangan tersebut, untuk mengkaji lebih jauh
komunikasi politik antara elit politik dengan masyarakat, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana komunikasi politik anggota
DPRD Kabupaten Pinrang denga
Proposal Penelitian g z/ “m, Anggota DPRD Kabupaten
Pinrang De /ﬂ’iﬁ ‘;:*K'ilstd >4 ecamatan Patampanua
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk komunikasi politik yang paling dominan
digunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan Konstituen
pada Daerah Pemilihannya di Kecamatan Patampanua Periode 2014-

2015.



2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
komunikasi politik antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan
Konstituen pada Daerah Pemilihan di Kecamatan Patampanua Periode
2014-2015.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelifiatsini adalah sebagai berikut :

1.

efektif dan efisien dengan-konstituen-di‘daerah pemilihan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Komunikasi Politik
1. Pengertian Komunikasi Politik

Dalam ilmu politik, istilah komunikasi politik masih relatif baru Almond

dalam Arifin (1993:32) ber wva komunikasi politik adalah salah satu

fungsi yang selalu ada dalii ga terbuka kemungkinan

7 <05 MUK
«W«-- A
latar belak n/ * P‘IK Ssq a.df

'h. 1} I {
irvwﬁq,\}:ﬁxff//‘
Y S

bagi para ilmuan.e

R
>

aturan, struktur, dan fak akic ngkungan yang berpengaruh terhadap
kehidupan politik (Arifin:2011:26).

Selain itu, Astrid dalam Arifin (2011:32) mengartikan komunikasi politik
sebagai suatu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian pengaruh sedemikian
rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi itu, dan

mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh
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lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, melalui kegiatan komunikasi politik
terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup Negara sehingga komunikasi
politik merupakan sarana untuk pendidikan politik / kesadaran warga dalam

hubungan kenegaraan.

Justru itu dalam uraian dimuka, Arifin (2011:39) menyimpulkan bahwa
komunikasi politik pembicaraan u

; ruh| dalam kehidupan bernegara.
Kemudian Mueller dal: / jecumuskan  komunikasi  politik
sebagai -é‘:hﬁ MUHQ \ ahasa, dan pola
sosial Q‘ FKASS A
ik fir,

ilﬂ\‘hq:‘:' ﬂ: "mdﬂ‘r-g‘ggf

Bertolak dari penge Komunikasi yang telah diuraikan
sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar bagi semua
interaksi manusia, termasuk didalamnya interaksi kelompok. Oleh sebab itu,
komunikasi dikatakan memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia,

sehingga fungsi komunikasi adalah mencapai tujuan peran tersebut, yaitu antara

lain : (Hasan: 2005:31)
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a. Mencapai pengertian satu sama lain;
b. Membina kepercayaan;

c. Mengkoordinir tindakan;

d. Merencanaan strategi;

e. Melakukan pembagian pekerjaan;

f. Melakukan ativitas kelomhik;.dan

g.

o \d‘hhf

' i) “H‘h& 3 \dwuj.

Komentar yang dibutuhkan agar
dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan
dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Sosialisasi (pemasyarakatan) : penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang

memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat



12

yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif
di dalam masyarakat.

Motivasi : menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun
jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan

keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan

ol \\\d‘hhf/

'"hr'rr@ :yﬂ"i’u “tam Komunikasi politik

erupakan salah satu efek dari
komunikasi politik dalam paradigm atau perspektif mekanisnis, yang pada
umumnya dipahami sebagai esan yang melekat dibenak individu atau
kelompok.Meskipun demikian citra itu dapat berbeda dengan realitas yang

sesungguhnya atau tidak merefleksikan kenyataan objektif.
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2. Opini publik
Selain citra politik, komunikasi politik juga bertujuan untuk membentuk
dan membina opini publik sert mendorong partisipasi politik, sebagaimana
yang telah disinggung dimuka. Bahkan, dapat dikatakan bahwa citra

politik dan opini publik merupakan konsekuensi-konsekuensi dari proses

komunikasi politik yang bersifal'mekanistis.

/""Pc' MUH,q
\p..KAS S

:-f' = \\‘ﬁhhf/

i hr
s aslhy, [aKYal aday
:D ‘_J" ! lr |! G Lﬁ

X5

akan publik,

yang sangat

as komunikasi atau

komunikasi politik dalam paradigma
mekanistis. Komunikasi politik yang tidak menghendaki terjadinya
efektivitas akan merupakan komunikasi yang tidak bertujuan.

4. Pemilihan Umum

Salah satu tujuan komunikasi politik yang sangat penting adalah

memenangkan pemilu (pemilihan umum).Sukses tidaknya komunikasi
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politik yang efektif adalah diukur dari jumlah suara yang diperoleh melalui
pemilu yang bersih, bebas, langsung dan rahasia.Dalam hal itu, tidak
terdapat intimidasi atau politik uang (money politics) secara sistematis,
baik yang bersifat individual maupun yang bersifat massal.

4. Strategi Komunikasi Politik

Ada beberapa stratet dilakukan dalam komunikasi politik

diantaranya : (Arifin: 2014*5¢ \

/’Eg;ﬁ MU
Y,

atls Cl
A KASS._ ! P ialah merawat
\‘\F‘ ‘14, “?(} ! 'h ‘
.

A o %\d‘!ﬂ. p ”4‘

eMantapar w»-.’:-"'”“ Aol
LMdel Wi:!mudgr_ DOH K]
Sl

khalayak (rakyat) de dan menyusun pesan
yang homofili. Hal itu diperlukan agar komunikator politik dapat
melakukan empati (pribadi khayal atau pribadi luwes). Oleh karena itu
dalam menciptakan kebersamaan diperlukan strategi dalam memahami

khalayak dan menyusun pesan persuasive serta menetapkan metode dan

memilah dan memilih media.
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3. Membangun konsensus
Langkah strategi ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
komunikasi politik yaitu membangun konsensus baik antara para politikus
dan dalam satu partai politik maupun antara para politikus dari partai yang
berbeda. Hal itu pada umumnya terjadi baik pada rapat dan persidangan
maupun dalam lobi dengan kan model komunikasi interaktif
sesuai dengan paré '/ sUasana dialogis harus dibangun
melalui pe / hq MUHJ gan melakukan empati
sebdy ?‘e’ @K‘AS gq'?’ "1;\- an agar semua

902 t

"q

> N \\\dihl.

2 .}_. it\ﬁuw C ;
S

konstituennya
Untuk j agarmana bentuk-bentuk komunikasi politik, AW
Widjaja (1993:56) membaginya ke dalam tiga kelompok yaitu :
1. Komunikasi personal
Komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat

berupa : anjang sana, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal
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efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan
terkosentrasi.

2. Komunikasi kelompok
Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu.Kelompok

adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial

yang nyata dan mtur yang nyata pula. Bentuk

| \ | ..E;Pﬁ;

1. Bentuk ko &.fﬁ;?ﬁ

Merupakan bentukan dari-fui satu ke egiatannya meliputi
dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya.Dialog/tatap
muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung
timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa
menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh

jarak.
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2. Bentuk komunikasi organisasi
Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada
banyak.Kegiatannya meliputi reses dan penyuluhan yang dilakukan oleh
anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang
tengah berkembang di tengah masyarakat.

B. Elit Politik dalam Ko ndone5|a
1. Si iti g

Sistem Politik dan_k

Syamsu .;/ Fﬂs Mqu \ 8) bahwa Demokrasi
pancasila at 'be KP‘K‘AS'S 4 iter.Demokrasi

/ \\d" hf/
'fww%:?_&'ﬂ.m el J

demokrasi pancasila.

Satu konsep barangkali bisa menggambarkan pola komunikasi politik
demokrasi pancasila, yaitu konsep kebebasan yang bertanggung jawab.Konsep ini
lahir dari elit politik, tetapi sudah diterima oleh kalangan masyarakat luas sebagai
suatu konsep politik yang mencerminkan demokrasi pancasila (Rauf dan Nasrun:

1993:37).
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2. Elit Politik dalam Sistem Komunikasi Politik Indonesia

Dengan menggambarkan pola-pola komunikasi politik berdasarkan sifat
dari sistem politiknya, maka kita sudah bisa memahami atau paling tidak meraba-
raba, pola komunikasi politik Indonesia. Dengan pola itu, akan terlihat bagaimana

proses komunikasi politik berlangsung, baik proses komunikasi secara vertical

lainnya yang berbau propaganda-ivi -saja masyarakat tidak menyadari atau

mungkin sama sekali belum tahu bahwa informasi-informasi dan pesan-pesan
politik yang diterimanya adalah hasil rekayasa, bukannya sesuatu yang benar-
benar merupakan political will dari elit politik(Asep Saeful: 2008:53).

Elit politik lokal (para elit yang memerintah di tingkat daerah) merupakan

bagian dari elit politik nasional yang memegang peranan penting dalam proses
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komunikasi politik , khususnya secara vertikal. Posisi elit lokal sesungguhnya
adalah perantara / jembatan antara elit politik di tingkat pusat dengan masyarakat
umum.

C. Kerangka Pikir

Komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituen adalah suatu

disesuaikan dengan permasalahan-yang tengaiberkembang di tengah masyarakat.

Selain itu tentunya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yaitu
pendukung, adalah hal-hal yang menjadi pendukung komunikasi politik anggota
DPRD dengan konstituen berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan

dan juga faktor penghambat, adalah hal-hal atau masalah yang menjadi
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penghambat proses komunikasi politik anggota DPRD dengan konstituen di

Kabupaten Pinrang.

Bagan Kerangka Pikir

Komunikasi Politik Anggota
DPRD dengan Konstituen

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Bentuk Komunikasi Politik
Anggota DPRD Kab. Pinrang terdiri dari komunikasi interpersonal dan komunikasi
organisasi dalam rangka melahirkan partisipasi politik konstituen terhadap

perumusan kebijakan politik.
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E. Deskripsi Fokus Penelitian
Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi politikn antara anggota DPRD dengan konstituen adalah
suatu bentuk komunikasi antara wakil rakyat (legislatif) dengan
konstituen pemilih (rakyat)  dalam menggali, menampung dan
menyalurkan aspirasi politii¢.rakyat dalam perumusan kebijakan publik.

2. Bentuk komupi / 2h.bentukan dari hubungan satu
kepad g‘ﬂ‘l 5 Mu Haﬂ};;\‘ it

& \WPRASS 4

g \\\dﬂ hf/

Gn.@. iha.ﬂ"&’u 4 '_; ke el 3d leluasa

e
4-‘:""92 ginanzk 9 ‘cka tanpa dibatasi

penyampaian

eliputi reses

masyarakat.

4. Faktor pendukung vyaitu adalah hal-hal yang menjadi pendukung
komunikasi politik anggota DPRD dengan konstituen berupa dokumen
dan peraturan perundang-undangan.

5. Faktor penghambat adalah hal-hal atau masalah yang menjadi

penghambat proses komunikasi politik anggota DPRD dengan
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konstituen Kabupaten Pinrang seperti kurangnya partisipasi konstituen

dan kurangnya waktu luang Anggota DPRD terhadap konstituen.




BAB Il
METODE PENELITIAN
A.  Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Patampanua. Waktu penelitian

mulai pada tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 Mei 2016. Dengan dasar dan

pertimbangan bahwa wilaya .8rah tersebut kurang terjalin komunikasi

politik antara Angg gan konstituen sehingga
. kpf-‘; MUH.4 .

aspirasi dan permasa ’M a~terwujud dalam bentuk
f “/Q,’;'ﬁ\‘ DRASS4 Y,

= .
'? N @i’iﬂ‘hhf/é @ “

Vano g L!..??" e neneil 9 A eneliti
. Ve Lpfj‘}j? Nw‘e;;ﬁ&d ., penelitian
atit .:;(ne‘ ,-'. 8 lmJ verag
e

I

sumber data primer dan data

sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer, adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjaring
berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji hal ini

dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

23
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2. Data Sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk
melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya
penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang

dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

orang yang dianggap layak dan
DPE i

Informan dalam pe
mengetahui tentang ko D Kabupaten Pinrang dengan
"y

D. Informan Penelitian

”/”5 s MUH,
1.@.\(1&3 S

A
\wigg.f/
(T8 "l;'. 'L“ ,.a Lr i8]
!..-r i-rw,- -.. f

6 | Abbas Paduai AP Kepala Desa Leppangan 1 Orang
7 | Dharman Sandrego DS Masyarakat 1 Orang
8 | Hasanuddin HN Masyarakat 1 Orang
9 | Samrah SR Masyarakat 1 Orang

Jumlah 9 Orang
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Dengan melalui teknik ini penulis mengadakan pengamatan
pelaksanaan  komunikasi politik antara anggota DPRD Kabupaten Pinrang

Daerah Pemilihan Kecamatan Patampanua Periode Reses 2014-2015 dengan

masyarakat pemilih atau konsti sntuk kemudian dilakukan penelitian.

2. Wawancara
N‘:,"‘% MUH... a=\yawancara mendalam
A\
Mhssﬂ%\ -

4) o ghwdianggap dapat
\\\‘hllhf/ v - '

._,b! ng. permass w A gan erat

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehinggadatanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data
reducation, data display, dan conclusion drawing/verification, setelah peneliti

melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum
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melakukan reduksi data, setelah data direduksi makalangkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, Flowchart, dan sejenisnya. Setelah itu
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai komunikasi politik

anggota DPRD terhadap konstituenpégadaerah pemilihannya

G. Pengabsahan Data




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Gambaran umum mencakup sejarah kabupaten
Pinrang, Peta wilayah Kabup isi i

Versi kedua menyebU disebabkan oleh karena suatu
ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang bebas dari pengasingan dari
kerajaan Gowa berkat bantuan To barani pole' Kassa disambut gembira oleh
rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan

mereka berkata "pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa"yang artinya

berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa, maka setelah itu rakyat mulai

27
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menyebut daerah tersebut sebagai Pinrayang artinya berubah kemudian berubah
penyebutan menjadi Pinrang.

Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari Onder Ofdeling Pinrang
yang berada di bawah afdeling Pare-Pare yang merupakan gabungan empat

kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja yaitu KASSA,

BATULAPPA, SAWITTO dan °PA yang sebelumnya adalah anggota

konfederasi kerajaan

(Suppa dan Sawi ‘/r‘:hLS MUH¢4 y t=domba Kolonial untuk
/‘u?' \'M“%ASS‘Q

o \&\1‘ illl.f//;

T'Ia;‘;:ﬁ‘ '}b‘ u‘!h,rl_,l_,p

S

Patampanua yang
berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada yang berjenis kelamin laki-

laki, hal ini tercermin dari penguraian tabel dibawabh ini;
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No Kecamatan Jumlah Jumlah penduduk Jumlah | Jumlah
desa/kel | Laki-laki | Perempuan kk
1 Lembang 14 21.294 22.386 43.680 | 14.104
2 Duampanua 14 23.771 5.869 11.608 | 16.369
3 Batulappa 5 739 27.482 53.414 3.649
4 | Watang Sawitto 20.624 40.492 | 18.460
5 Paleteang 26.669 | 13.969

35.528 8.242
18.494 | 11.922

6.211

9.958

1 10.686

12 6.649
"'h..‘

;....._‘3:3_..'.';&““"““ 3 130.572

/f’"'qv'*\\ .

Wilayah Daratan Sulawesi Selatan yang tersebar di 12 kecamatan, dengan
kepadatan Penduduk adalah 170 Jiwa per-Km2 yang terdiri dari:

e Laki-laki = 189.785 jiwa

e Perempuan = 200.362 jiwa

e Jumlah kepala keluarga = 130.147 jiwa
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c. Peta Wilayah Kabupaten Pinrang

PETS SORMHSTAATI KAEUPATEN MHRAHD PRTCIIS] SULANES] SELATAH |

S [ o amre rye
-
*. 4 : - oy b gy R m e [y el W g
i —_— s W
- msamman 51 S Sy [ S gy g P § - Supee
[ - = 7 P
- ey -
= e il i i i -
e - —a——— el
+ N L— W e
a i ....‘:” —— £ Rn e ra—
! -y v
‘_.m N T - SRS M TR B PR T O et
— eyt ol B e e e
=

- Bk Rk man
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d. Visi Misi Kabupaten Pinrang
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang
yang merupakan rencana Tahap kedua (2014-2019) dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2009 - 2029), diindikasikan sebagai tahap

peletakan dan penguatan dasar-dasar menuju kemandirian daerah yang bertumpu

pada kemampuan bidang pertam . uas Rencana tahap pertama ini,
dapat dikatagorikan seb -F _yang menuntut perhatian lebih,
/‘;c}us UHQWJ\* wterselesaikan, namun
DKASS, q:h::b\ s

*’Jr.

=

. Q\d"’.ﬁ
‘\cm oy 4-"!
J .J IM. oC i ‘;"

Jangka Panjang Kabupaten Pinrang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis Melalui
Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kehidupan, Dan Revitalisasi

Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional”
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Terkait Dengan rencana pembangunan Jangka Panjang diatas serta dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, aspirasi dan cita-cita masyarakat,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pinrang, serta
mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat, maka visi
yang hendak diwujudkan melalui pencapaian target strategis dalam 5 (tima) tahun

mendatang, dirumuskan kedalam Vis

daerah kedepan, maka untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten pinrang,
secara garis besar diformutasikan kedalam3 (tiga) Kluster rumusan misi, yaitu
Kluster misi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang

kemasyarakatan.
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2. Gambaran Umum Kecamatan Patampanua

Gambaran umum Kecamatan Patampanua mencakup letak geografis dan
luas wilayah kecamatan patampanua, keaadaan penduduk dan potensi yang
dimiliki oleh masyarakat,dan struktur organisasi pemerintahan kecamatan

patampanua.

1. Letak geografi -FAV“
MUH}

Secara geed -"’ !> amils
- AS \ 47 ‘ " - 1190 47' 20"
padalmt PkK g.iq".:’ qq 19

.J , o \\1‘ 'llil fy dari a_belas)

"“q‘_r "m“r&f > 0 h utara
-qh F

kJuas wilayah terletak

2ima masyarakat
kecamatan pa g o 3 ahan penduduk
dan prasarana p¢ 4. eguagpeIka ah dan swasta serta

pertokoan.

Di kecamatan Patampanua sebagian besar daerah pertanian dan peternakan

terkosentrasi pada 4 Kelurahan dan 7 Desa yakni :

1. Kelurahan Teppo;
2. Kelurahan Benteng;

3. Kelurahan Tonyamang;



9.

Kelurahan Maccirinna;

Desa Mattiro Ade;
Desa Leppangang;
Desa Pincara;

Desa Sipatuo;

Desa Malimpung;

f
i ﬂjl{l’f u--i;#m.-

-.J.. f
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: ""jﬂi an dengan jumlah

’;" l“‘m‘\ [ ; g Tahun 2014

ﬁ. dan 18.292 jiwa
‘nduduk Kecamatan

ayoritas beragama

Islam yakni 34.296 orang dan selebihnya terdapat 245 orang non Islam dengan

jumlah fasilitas rumah Ibadah 51 buah masing-masing 38 buah Masjid, 12 buah

Mushalla, dan 1 buah Gereja sehingga kehidupan beragama nampak jelas

mewarnai interaksi sosial di daerah ini.
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1. Potensi Sosial
a. Adat tradisional leluhur dan budaya saling tolong menolong
(gotong royong) yang merupakan ciri khas budaya masyarakat
yang menjadi modal dalam rangka pembangunan daerah.
b. Peranan informal leader, yaitu kepemimpinan tokoh masyarakat

Patampanua yang merupakan potensi

di Iingkun \

Kerja Pemerintah Daerah KPD) vyang bertanggungjawab dalam hal
penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 20 tahun
2008 maka ditetapkan susunan organisasi Kantor Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:
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1. Camat

2.  Sekretaris
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

Seksi Pemerintahan

R4 ﬁ%ﬂ“*
. N
J'P
sesuai dengan k&?‘nqwmhﬂﬁb ah dan komposisi

Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten

Pinrang disajikan berikut ini:
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Tabel Jumlah Pegawai dalam Lingkup Kantor Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang Tahun 2014

No.

Uraian

Gol.

Jumlah

Jumlah

13

25




Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dalam

Kantor Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang Tahun 2014

38

Gol.
No. Uraian Jumlah
11 v
1 Doktoral
2 3
S = e
\\\\ﬂ“"r /
3 s qu‘xi 7 %, 10
., a4
‘% ""r‘
4 2
5 10
6
7 SD
Jumlah - 9 13 3 25
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Jumlah Pegawai Menurut golongan per jenis kelamin dalam

Kantor Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang Tahun 2014

No.

Uraian

Gol.

Laki-Laki

Jumlah

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.

Dengan mengacu pada visi tersebut dan dengan mempertimbangkan hasil analisis

situasi dan kondisi internal serta eksternal termasuk budaya dan tata-nilai dalam

masyarakat, maka visi Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

dirumuskan sebagai berikut :
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“Terwujudnya Infrastruktur ( Sarana dan Prasarana ) Pembangunan
Disegala Bidang Yang Didukung Oleh Kinerja Dan Kompetensi Aparatur Yang
Akseftabel Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju

Kecamatan Patampanua Berswasembada Pangan / Mandiri Pangan .”

Misi Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dirumuskan

sebagai berikut:

1. Memaksimalkan

q’ 9

‘g‘ mendorong
&

>
Kg

serta mengasah

aras dengan dinamika
dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

5. Mendorong tumbuhnya nilai-nilai agama sebagai nilai utama tatanan

masyarakat
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STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH KECAMATAN PATAMPANUA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 tahun 2008

MUKTI ALIL.M, S.E., M.Si

IDRUS ALHABSYI,SE

SUPARDI, S.Sos.

H.MUH. NATSIR, Bc.Ku Drs.H. MUHAMMAD ISMAIL Dra. Munturiani
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B. Bentuk Komunikasi Anggota DPRD Kabupaten Pinrang
Di negara-negara Yyang melaksanakan sistem demokrasi, pemilu
merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak
yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara

langsung. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

secara tidak langsung raky pertukaran pemerintahan dengan
jalan damai berdasarkanfie i i
7 55 MUH4

elemen penting dalak \»-l' Kahipe Keh fan,nasional. Oleh karena
itu perlu ag ‘/Q/{;%&\P.KAS Yok . .
=
"=

FO
Bata ™0 ;'--} T

lembaga tidak lagi didominasi—¢ aital-tunggal, dan proses pengambilan
keputusan di DPR berlangsung lebih transparan, bahkan media dapat meliput
rapat-rapat DPR secara langsung dan terbuka. Dengan kondisi seperti itu,
masyarakat lebih memahami keberadaan dan kegiatan DPR. Di sisi lain, sebagai
wakil rakyat anggota Dewan diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan

rakyat. Untuk itu anggota Dewan selama ini menjaring aspirasi yang berkembang
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melalui beberapa cara, misalnya penyampaian aspirasi secara langsung di DPR,
hasil pengumpulan pendapat umum, dan kunjungan ke lapangan.

Meski telah menempuh berbagai cara, seringkali keputusan yang diambil
oleh  DPR belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Ini

mencerminkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai

sebuah masukan dalam

Karenanya, penjaringan#Sg
melibatkan anggeta g yang dapat dilakukan
untuk maks n/%" ﬁ\ R selama masa

: ngsung ce ' alat. Belum

permasalahan asi~oa dsyarakat dapat tersalurkan dengan baik
sehingga menghasilkan perumusan kebijakan yang menjadi skala prioritas bagi

masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang
merupakan wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan dan

mewujudkan aspirasi rakyat melalui forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



44

Kabupaten Pinrang selama periode 2014-2019. Sebagai wakil rakyat, anggota
DPRD kabupaten Pinrang mempunyai kewajiban untuk selalu memberi perhatian
kepada masyarakat pemilihnya baik secara personal maupun secara organisasi
atau kelompok dengan memperhatikan hubungan emosional ataupun komunikasi
politik yang mereka bangun karena anggota dewan harus mengerti apa-apa yang
diinginkan oleh masyarakat mikian segala bentuk permasalahan serta
aspirasi dari masyarakat«fag \- baik sehingga menghasilkan
perumusan kebijz a/fi'fﬁ‘..,s MUHJQ"}) arakat.
a2 s KAS Yy
Q/'J ‘ﬁ‘_._ er : "-:;4 i kga DRRD Kabupaten
':E}  dan e .i!‘a ¢

> &‘;‘ lgr,;//é

AL YA r a0 .v__’v A € | dlc
lhr “1 116 m‘k?l; f‘- -0 M*

baik terkait dengan anggaran-—can  fain=lain.Dari berbagai macam bentuk
komunikasi tersebut ada yang dilakukan secara spontanitas seperti pertemuan-
pertemuan yang tidak formal dan ada juga yang telah menjadi agenda rutin Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang pada periode 2014-2019.
Dari segala kegiatan-kegiatan tersebut yang dilakukan oleh anggota dewan juga

menjadi sesuatu yang ditunggu para konstituen atau masyarakat pemilih karena
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melalui kegiatan tersebut segala bentuk aspirasi dan permasalahan yang tengah
terjadi di masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada anggota dewan
sebagai wakil daripada rakyat yang nanti ditindak lanjuti sebagai acuan untuk
membangun dan mensejahterakan masyarakat yang ada di kecamatan

patampanua.

1. Komunikasi Interpesonal

al wakil daripada

masyarakat

konstituen pe
dapil 11 dari Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa :

“secara pribadi komunikasi saya dengan konstituen di kecamatan
patampanua karena saya mempunyai basis tertentu di kecamatan
tersebut khususnya di empat desa dan kelurahan yang menjadi
backup kekuatan saya tentunya saya bangun dengan pendekatan-
pendekatan yang mengarah pada hubungan emosional yg mana
mereka luapkan dalam berbagai pertemuan-pertemuan baik pada
acara formal maupun non formal,” (wawancara dengan informan
MS, tanggal 29 maret 2016)
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Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Partai
Gerindra bahwa :

“Dalam perumusan kebijakan aspirasi masyarakat sangat
diperlukan, oleh karena itu kami selaku pemangku kebijakan kami
senantiasa bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyerap
tiap aspirasinya agar arah kebijakan yang dibuat betul-betul
menjadi kebutuhan dari masyarakat” (wawancara dengan informan
KM, tanggal 2 april 2016)

Berdasarkan hasil waw jukkan bahwa komunikasi
yang digunakan ole //P;d\; Nib‘H AM \ pendekatan-pendekatan
d""' P.K A lesi 154 jadl canggung
*t‘ i o akat. Betapa
\\mﬂ '#. . \

L-
s “\3

politik dengan konstituennya, anggota DPRD menjalankannya dengan cara yang

berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan olen Kent Mukti ali selaku Camat

Patampanua :

“sejauh ini anggota DPRD telah beberapakali mengunjungi
wilayah kami. Dan masing-masing memiliki metode tersendiri
dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satunya ada yang
melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat. Meskipun
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tidak semua mereka datangi dan temui, tentunya hanya simpul
tokoh-tokoh masyarakat Karena mereka merasa para tokoh
masyarakat yang mewakili secara kolekktif semua kondisi
masyarakat disana, ini yang akan menyampaikan apa-apa yang
merasa selama ini kurang dalam persoalan persoalan percepatan
pembangunan maupun pelayanan publik, selain mereka datang ke
masyarakat anggota DPRD juga mendatangi pejabat setempat
menyampaikan bahwa inilah yang harus dibenahi sehingga
terjadilah sinergitas antara anggota DPRD dengan pejabat setempat
dalam rangka perumusan hasil audien mereka dengan masyarakat

* salahan-
1eR( informan

A/ A\

&
®

perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang juga dibangun dengan menggunakan
cara tatap muka langsung dengam masyarakat seperti yang kemukakan oleh
kepala desa Leppangan mengatakan:
“pada periode 2014-2019 kami dari kecamatan Patampanua
khususnya telah meloloskan 2 anggota dewan dari daerah kami ini.

Dan keduanya ini sangat sering turun langsung ke masyarakat.
Seperti pada saat hari sabtu dan minggu digunakan sebagai waktu
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berkumpul untuk bercerita lepas dengan beberapa masyarakat.
Selain itu ketika ada acara pernikahan didaerah kami, kedua
anggota dewan ini pasti selalu hadir dan sebisanya melakukan
pendekatan emosional terhadap masyarakat diselah-selah acara.”
(wawancara dengan AP, tanggal 31 maret 2016)

Senada dengan yang di sampaikan di atas, anggota DPRD kabupaten

Pinrang dari Partai Gerindra mengatakan:

hadir dalam setiap acara-
enutup kemungkinan
jatan, saya selalu
eskipun itu acara
cndukung saya

2ka adalah

“hubungan kami di masyarakat dengan anggota dewan selama ini
kami anggap terbilang baik karena pertemuan-pertemuan yang
kami lakukan itu tidak memandang tempat, baik itu di kantor
DPRD, kantor kecamatan, ataupun di acara pernikahan sekalipun
ketika kami bertemu kami tetap selalu menyempatkan melakukan
dialog-dialog yang mengarah pada kebutuhan-kebutuhan kami di
masyarakat” (hasil wawancara dengan DS, tanggal 2 april 2016)
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Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dialog dan tatap muka
merupakan bentuk komunikasi politik interpesonal yang juga kadang digunakan
oleh anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat, komunikasi ini
merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak.

Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan pertemuan

dengan konstituennya baik dalam befiuk.yang tidak formal sekalipun. Dialog dan
tatap muka adalah cara / \' lahui secara langsung apa yang
i A‘ P e MU Hrl’; ak dan waktu. Dalam
Qf-’ '\ adi persoalan di

diinginkan oleh

ﬂq nasuk bagus, karena
{ﬂq?'ﬂim#,ﬂ *JP " musrembang desa
0 a1 AMEMUSTEMDANG-1NT_SEiAg=alce )al sebuah kEbijakan
dari aspirasi masyarakat ketika melakukan komunikasi. Dan
pertukaran informasi yang berkenaan dengan apa-apa saja yang
menjadi permasalahan pada masyarakat dan juga permasalahan
yang ada pada pemerintahan daerah. Oleh karena itu sangat
diperlukan diadakannya komunikasi sehingga jelas di dalam
menjaring aspirasi masyarakat” (wawancara dengan informan AP,
31 maret 2016).

Berbanding lurus dengan hasil wawancara diatas , anggota dewan dari Partai

Kebangkitan Bangsa Mansur,SE mengatakan :



50

“dalam setiap kegiatan musrembang, saya sebisa mungkin
menghadiri kegiatan tersebut. Karena didalam musrembang kita
berbicara tentang bagaimana proyek-proyek pembangunan desa
atau dapil saya kedepannya. Beda halnya dengan reses, pada tahun
2015 saya sempat mengadakan reses dikecamatan. Pertemuan itu
dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ada di
kecamatan patampanua. Dalam pertemuan tersebut kami meminta
masukan dari masyarakat mengenai apa yang menjadi kebutuhan
mereka. Karena hal tersebut yang akan kami bawa pada saat
musrembang, selain itu ada yang dikatakan RPJM-DES, jika hal
tersebut tertuang di RRIM-DES maka dapat menjadi acuan pada
saat musrembang’ ¢ ecamatan, dan kabupaten” (wawancara

,.r- <5

‘{Em s dmbangunan yang

adakan di tingkat
satu anggota DPRD

dan mellhat apa-apa yang akan menjadi rencana pembangunan kita
di kecamatan ini, dan kebetulan ada dua orang anggota DPRD yang
berasal dari kecamatan patampanua jadi kami khususkan untuk
mengundang kedua anggota dewan tersebut untuk ikut serta dalam
pelaksanaan musrenbang ini” (wawancara dengan KMA, tanggal
31 maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa

pemerintah kecamatan juga memiliki partisipasi dalam mendukung terjalinnya
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komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituennya, pihak pemerintah
kecamatan memfasilitasi anggota dewan dan konstituen untuk bertemu dalam
kegiatan tahunan tersebut. Anggota dewan mendengarkan dan melihat langsung

rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan di kecamatan Patampanua

mendatang.

membangun
jungan Kerja
undang untuk
uhan-kebutuhan
di masyarakat
i dan melakukan
han serta kebutuhan
aret 2016)

Senada dengan hasil wawancara diatas, salah satu anggota DPRD
kabupaten Pinrang fraksi Gerindra menambahkan bahwa :

“ ketika tiba masa reses atau dengan kata lain kunjungan kerja
kami langsung ke daerah pemilihan masing-masing dengan tujuan
untuk bertemu dengan konstituennya dan juga bertemu dengan
kader partai. Hal ini merupakan bagian dari menjaring aspirasi dari
masyarakat. Masyarakat biasanya sangat antusias dengan
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dibukanya forum-forum penyampaian aspirasi langsung macam
ini. Karena mereka dapat berdialog secara terbuka dengan anggota
dewan yang telah mereka pilih kemarin.” (wawancara dengan
informan KM, tanggal 2 april 2016)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD dalam melaksanakan

tugasnya sebagai wakil rakyat meptpunyai fungsi: memilih dan menyeleksi,
/\- aturan daerah, debat dan fungsi

Dalam melakukan komunikasi seperti reses terkadang anggota dewan

mendapatkan kritikan yang ditujukan kepada mereka karena dinilai tidak tanggap
dengan aspirasi masyarakat. Rakyat mengkritik anggota dewan secara langsung
dengan harapan agar anggota dewan mau bertanggungjawab dengan rakyat.
Ketika anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan,hal tersebut merupakan

momen yang tepat bagi rakyat untuk melakukan kritik secara langsung. Dengan
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melakukan kunjungan ke lapangan juga akan menambah bahan pertimbangan bagi
anggota dewan dalam menentukan arah kebijaksanaan kebijakan daerah. Anggota
dewan dapat melihat secara langsung apa yang terjadi di tengah masyarakat.
Sebagaimanaa yang tertuang dalam wawancara peneliti dengan salah satu tokoh

masyarakat :

“Ketika para an ewan melakukan reses dan bertemu
masyarakat, terkadang mereka
idngat dari masyarakat. Namun

terungkap dari pernyataan beliau yang mengatakan :

“kunjungan kerja atau reses yang biasa kami lakukan di daerah
pemilihan dan langsung terjun ke lapangan untuk bertemu dengan
konstituen bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan dari
masyarakat selama ini. Sehingga nantinya akan menghasilkan yang
sebuah kebijakan yang pro dan terbaik bagi masyarakat.”
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Mansur SE juga menambahkan bahwa :

“masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat ketika masa
reses akan ditindak lanjuti ketika pelaksanaan musrenbang dan
kemudian akan kami perjuangkan untuk masuk dalam APBD tahun
ke depan ketika melakukan rapat kerja dengan panitia anggaran.
Dengan banyaknya permintaan masyarakat ketika reses, anggota
dewan dan pemerintah daerah harus pandai memilah mana yang
skala prioritas untuk lebih diutamakan pelaksanaannya”
(wawancara dengan informan MS, tanggal 29 maret 2016)

Hal ini memperlihatkan -,-F’n"»..- kunjungan ke lapangan sebagai

bagian dari menjar
menjalin hubungafl. yan? ,‘5\5 MUHJ‘.'!
/o
Q-
anggota dewan Uag? ’@h
: "/--“k-.

cara yang tepat untuk
i :r i teunjungan ke lapangan
r

Komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituen adalah suatu

bentuk komunikasi antara wakil rakyat (legislatif) dengan konstituen pemilih
(rakyat) dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi politik rakyat
dalam perumusan kebijakan publik. Dalam arti yang paling sederhana,

komunikasi  politik merupakan kontak antara wakil rakyat dan
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konstituennya.Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran
yang hidup dalam masyarakat, kontak politik antara wakil dan konstituennya ini
biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula. Namun dalam prosesnya
terdapat berbagai faktor yang dapat menunjang alur komunikasi sampai pada

tahap pencapaian tujuan dan faktor yang dapat menghambatnya.

1. Faktor Pendukung

wﬁi &
‘h ketika kami
masyarakat

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari permasalahan yang
terjadi di masyarakat selama ini menjadikan masyarakat memberikan aspirasi
yang menjadi kebutuhan mereka dan merupakan sebuah masukan-masukan yang
membangun bagi anggota dewan untuk selalu memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan yang menjadi prioritas utama di masyarakat selama ini. Sama halnya
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yang disampaikan wawancara diatas, menurut salah satu tokoh masyarakat

mengatakan :

“ kami sangat menunggu masa reses dari anggota dewan, karena
kami berpikir kapan lagi kami bisa bertemu mereka ditengah-
tengah kesibukan anggota dewan yang begitu padat. Toh kami
biasanya melihat mereka hanya disurat kabar atau baliho-baliho
ketika memasuki masa kampanye. Selain itu kapan lagi kami bisa
menyuarakan keingi m| kepada anggota dewan. Kami hanya
selalu berhara I pertemuan kami itu blsa segera
ditindak lanje :

{;Sﬁ}lm lEnGH G AN yang turun reses
emasyarakal m berapa. tokoh masyarakat untuk
Kegia £ seut sehingga anggota DPRD
kabupaten Pinrang d| dapil kecamatan Patampanua khususnya di
kelurahan Tonyamang melakukan komunikasi politik terbuka ke
masyarakat untuk mengetahui apa yang di butuhkan masyarakat
sehingga dapat bersinegi dengan program-program pemerintah
dalam pembangunan daerah secara infrastrukrtur maupun supra
sturktur” (hasil wawancara dengan informan Al tanggal 5 April
2016)

Sesuai dengan hasil wawancara di atas peneliti temukan dilapangan bahwa apa

yang di sampaiakan diatas itu benar adanya karena berdasarkan hasil data yang
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peneliti dapatkan di lapangan bahwa pihak kelurahan memfasilitasi masyarakat
untuk bertemu langsung dalam hal reses DPRD, ini merupakan salah satu faktor
yang mendukung terbangunnya komunikasi antara anggota dewan dengan
konstituen yang dimana pemerintah juga berperan aktif mengundang masyarakat

untuk hadir dalam kegiatan tersebut karena dari hasiil reses tersebut nantinya akan

19, juga sejalan dengan dengan program-

meningkatkan taraf pemba \

s ini kami
8 seperti ini
kebutuhan-
bermasalahan
yang mesti

telah diatur oleh perda maupun UU,ini mnerupakan salah satu faktor yang
mendukung terjalinnya komunikasi antara anggota dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten Pinrang dengan konstituen pemilihnya yang sebanyak tiga kali
selama kurung waktu satu tahun dapat mengunjungi dan bertemu langsung

mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, dari kunjungan tersebut tentunya
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anggota dewan dapat menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat di

kecamatan Patampanua

2. Faktor Penghambat

Penjaringan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan

secara berkelanjutan. Untuk mencapai hasil dari komunikasi politik itu tentunya

bertemu
masing-
agai wakil
aspirasi
ena masih

menghadiri pertemuan-pertemuan penting maupun pertemuan resmi, mengikuti
sidang-sidang di DPRD, melakukan kunjungan kerja di daerah lain, mengikuti
kegiatan studi banding, dan juga mengukiti kegiatan dalam rangka peningkatan
SDM seperti mengikuti pelatihan, seminar, dan sebagainya yang mengakibatkan

sedikitnnya waktu yang dimiliki oleh anggota dewan untuk bertemu dengan
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masyarakat atau konstituen pemilihnya, senada dengan penjelasan diatas camat
Patampanua juga mengatakan bahwa:

“sejauh ini yang kami ketahui antara anggota dewan dengan
konstituennya masing-masing memiliki kesibukan seperti pada
anggota dewan mungkin sibuk dengan pekerjaan atau tugasnya di
kantor DPRD begitu juga dengan masyarakat atau konstituen
pemilihnya karena seperti pada data kecamatan bahwa delapan

jaan masyarakat di kecamatan Patampanua

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di
kecamatan Patampanua, beliau mengakatan bahwa:

“kami selaku masyarakat sangat senang ketika anggota dewan
berkunjung ke desa kami karena tentunya dari kunjungan mereka
akan melalukan pertemuan terbuka dengan kami di masyarakat
yang akan menghasilkan suatu kesepakatan yang mengarah pada
pembangunan akan tetapi semua itu bisa terwujud ketika kami di
masyarakat sedikit proaktif untuk mengundang anggota dewan di
dapil kami untuk berkunjung mendengarkan langsung apa-apa yang
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menjadi kebutuhan kami di masyarakat” (wawancara dengan HS,
tanggal 3 april 2016)

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti menemukan di lapangan bahwa
salah satu penghambat dalam membangun komunikasi politik antara anggota
dewan dengan konstituennya yaitu dimana masyarakat dituntut untuk proaktif

dalam rangka mengundang anggota dewan untuk hadir langsung meninjau serta

J.L‘_‘

S -\;,m

A‘l_-_n

an mencakup tiga
masyarakat yang

anyak’ untuk menampung
berbagai aspira ebut's gga kami merasa bahwa pertemuan
seperti ini masih sangat kurang efektif untuk mengawal setiap
kebutuhan-kebutuhan di masyarakat.” (wawancara dengan MS,
tanggal 31 maret 2016)

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa dari bentuk
komunikasi anggota dewan dengan masyarakat seperti reses yang dilaksanakan
tiga kali dalam satu tahun masih terbilang kurang efektif karena pertemuan antara

anggota dewan dengan masyarakat dalam forum formal masih kurang sehingga
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kadang penjaringan aspirasi masyarakat tidak efektif hal tersebut menyebabkan
adanya pembatasan pertemuan yang mengakibatkan tidak maksimalnya

komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen.

\

.\'q:,?‘#




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hubungan antara anggota DPRD dan konstituen merupakan isu penting
dalam sistem demokrasi perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat

dapat dikatakan efektif apabila lephada, ini mampu merefleksikan kepentingan
e ;I/ \ an k i

eputusan. Tanggungjawab

konstituennya dalam
© 4/;;‘@.5 MUHH eka untuk membangun

\

\k F.KAS'SJ.Q 2hui berbagai isu

Q\;‘}!!:.:;f

apa hal

komunikasi interpe al-yang ‘sering-digunakan anggota DPRD meliputi
kegiatan tatap muka/face to face dan dialog interaktif. Dengan metode
komunikasi yang tidak formal seperti ini antara anggota dewan dengan
konstituen tidak dibatasi oleh jarak dan waktu sehingga mereka tidak
saling canggung untuk bertukar pikiran dalam merumuskan segala bentuk

kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

62
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2. Komunikasi Organisasi
Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai
pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu
organisasi, komunikasi seperti ini biasa digunakan oleh anggota DPRD

kabupaten Pinrang kepada masyarakat pemilihnya dalam menjaring

aspirasi serta mengetahui pepfiesalahan yang tengah terjadi di masyarakat,

komunikasi organisz ailogota DPRD kabupaten Pinrang

I.J
Y e
@"r 4 sastkan e

beberapa hambatan seperti kedua belah pihak yang memiliki kesibukan

masing-masing dan dari peraturan kunjungan yang dilaksanakan anggota
sebanyak tiga kali dalam satu tahun masih terbilang kurang sehingga

komunikasi yang dilakukan tidak maksimal.
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2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa
pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini.
Ada beberapa pokok dari sebuah inisiatif untuk meningkatkan hubungan antara

anggota DPRD dengan masyarakat pemilih, yaitu :

a4

- o

Kb
o

e Y
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